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Abstract 

 This study aims to determine the Implementation of the Online Single Submission Risk Based Approach 

(OSS RBA) Policy at the Pekanbaru City Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) and 

to find out the factors inhibiting the implementation of the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS 

RBA) Policy at the Pekanbaru City Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP).This type 

of research uses descriptive with qualitative methods with data collection techniques through 

interviews,observation and documentation. The key informants and informants in this study are the Service 

Secretary,the Head of the General Subdivision, the Head of the Investment Monitoring and Development Section, 

Micro-scale Restaurant Business Actors who have business licenses and Micro-Scale Restaurant Business Actors 

who do not have business licenses. The key withdrawal technique of informants and informants in this study uses 

Snowball Sampling. The results of this study show that the implementation of the Online Single Submission Risk 

Based Approach (OSS RBA) policy at the Pekanbaru City Investment and One-Stop Integrated Services Office 

(DPMPTSP) has not been implemented optimally.Because there are several obstacles including lack of budget 

resources, lack of supervision of business actors, lack of sanctions given to business actors, lack of understanding 

of technology among business actors, lack of socialization, and the social environment is not yet conducive. 

Keywords: Implementation,Policy,Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) 

 

Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Online Single Submission 

Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Kebijakan 

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.Tipe Penelitian ini menggunakan deskriptif 

dengan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara,observasi dan 

dokumentasi.Key informan dan informan pada penelitian ini ialah Sekretaris Dinas,Kasubag 

Umum,Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal,Pelaku Usaha Rumah Makan 

skala mikro memiliki izin usaha dan Pelaku Usaha Rumah Makan Skala Mikro yang tidak memiliki izin 

usaha.Teknik penarikan key informan dan informan pada penelitian ini menggunakan Snowball 

Sampling.Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Online Single 

Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal.Karena terdapat beberapa 

hambatan diantaranya kurangnya sumberdaya anggaran,kurangnya pengawasan terhadap Pelaku 

Usaha,kurangnya sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha,kurangnya pemahaman teknologi 

dikalangan pelaku usaha,kurangnya sosialisasi, serta belum kondusifnya lingkungan sosial. 

Kata Kunci :Implementasi,Kebijakan,Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) 
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Pendahuluan 

Negara Indonesia,sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,negara didirikan dengan tujuan memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Dalam upaya mencapai tujuan 

tersebut,pemerintah memiliki kewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang 

kondusif,memberikan kemudahan bagi pelaku usaha serta meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

Implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik.Proses 

kebijakan adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan 

waktu,penyusunan agenda,formulasi kebijakan,adopsi kebijakan dan penilaian kebijakan 

(Winarno,2011:51). Implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari 

keseluruhan proses perencanaan program/kebijakan.kebijakan yang telah direkomendasikan 

untuk dipilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil 

dalam pengimplementasinya. 

Kebijakan publik merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan Bersama yang 

harus ditaati dan berlaku mengikat warganya.Setiap Pelanggaran akan diberikan sanksi 

sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan Masyarakat 

oleh Lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Thomas Dye,2017). 

Pentingnya perizinan berusaha sebagai legalitas suatu usaha negara merupakan 

perwujudan perizinan yang sah secara hukum diberikan oleh pemerintah kepada pelaku 

usaha untuk menjalankan usahanya secara resmi.Mulainya kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya suatu perizinan berusaha yang akan membawakan dampak positif terhadap 

kemajuan dan perkembangan usaha.Oleh karena itu,masyarakat mulai menganggap bahwa 

perizinan berusaha dianggap sebagai instrumen legalitas dan bentuk perlindungan hukum 

terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kepemilikan, dimana instrument tersebut diatur oleh 

peraturan perundang-undangan diindonesia sehingga mempunyai dasar dan aturan yang 

jelas (Assegaf,2019). Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha 

untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.Dengan kata lain,Pelaku Usaha 

tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sebelum seluruh persyaratan perizinan berusaha 

terpenuhi.  

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan untuk menyelenggarakan perizinan 

berusaha yang efektif dan efisien,maka pemerintah membuat terobosan di bidang perizinan 

berusaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.Peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal juga dengan Online 

Single Submission (OSS).Dalam perkembangannya, sistem OSS 1.0 tersebut diperbarui 

menjadi OSS 1.1 karena masih terdapat sejumlah kekurangan,namun salah satu perubahan 

yang memberikan dampak besar adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja.Undang-Undang tersebut mengamanatkan dilaksanakannya Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah mengenai Online Single Submission Risk 

Based Approach (OSS RBA) memberikan pembaruan terhadap sistem OSS yang sudah 

ada.Versi pembaruan dari OSS 1.1 ini disebut juga dengan Online Single Submission Risk 

Based Approach (OSS RBA). 
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Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.Kedua peraturan pemerintah tersebut 

menjadi pedoman bagi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko,karena di dalamnya 

telah diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha 

berbasis risiko. 

Pada Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS 

RBA) di Provinsi Riau sendiri diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Dimana menjelaskan 

mengenai pedoman operasional bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.Maka beberapa daerah akan terus meningkatkan 

Pelayanan kepada Masyarakat dengan menerapkan Kebijakan Online Single Submission Risk 

Based Approach (OSS RBA) yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat,mudah, 

terintegrasi,transparan,efisien,efektif dan akuntabel.Di Provinsi Riau,salah satu Kabupaten 

/Kota yang sudah Mengimplementasi kebijakan Online Single Submission Risk Based 

Approach (OSS RBA) sesuai regulasi yang telah ditetapkan pada Kota Pekanbaru.Peraturan 

Wali Kota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru termasuk 

hal nya dalam Pengimplementasian Kebijakan Online Single Submission Risk Based 

Approach (OSS RBA) atau disebut Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) juga diterapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Nomor:KTPS.126/DPMPTSP/2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pada 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Online Single 

Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dapat membantu pelaku usaha mulai dari 

permohonan perizinan sampai penerbitan perizinan usaha secara online.Adapun Sistem 

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) mulai diterapkan oleh pemerintah 

pusat pada 2 Juli 2021 berdasarkan Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 

1342/A.1/2021.Sedangkan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Pekanbaru mulai diterapkan pada 5 Agustus 2021 berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021,tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021,Kebijakan Online Single 

Submissiom Risk Based Approach (OSS RBA) merupakan kebijakan penyelenggaraan 

perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan.Adapun pada penyelenggaraan 

perizinan berusaha dengan menerbitkan perizinan berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. 

1. Tingkat Risiko Rendah dengan jenis perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku 

sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Pernyataan Jaminan Halal. 

2. Tingkat Risiko Menengah Rendah dengan jenis perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 

 Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri. 

3. Tingkat Risiko Menengah Tinggi dengan jenis perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 

 Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/ Lembaga/Pemerintah 

Daerah. 
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4. Tingkat Risiko Tinggi dengan jenis perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB),Izin yang 

wajib disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah sebelum melakukan kegiatan 

usaha,Sertifikat Standar jika dibutuhkan 

Perizinan dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah cukup diselesaikan 

melalui sistem OSS RBA tanpa membutuhkan verifikasi dari Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru,sehingga perizinan dapat terbit otomatis pada 

sistem ini.Berbeda dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi melibatkan instansi 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pihak yang berwenang 

untuk memverifikasi perizinan sesuai dengan jenis perizinan yang ditetapkan. 

Kriteria skala usaha dalam pengurusan perizinan berusaha termuat dalam Peraturan 

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman 

Modal.Adapun kriteria skala usaha terdiri dari: 

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; dan 

c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

 Berdasarkan kriteria skala usaha diatas,bahwa tidak hanya skala besar saja yang harus 

memiliki perizinan usaha,namun UMKM juga wajib memiliki perizinan usaha.Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan,Perlindungan dan 

pemberdayaan Koperasi Dan  Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada pasal 37 ayat 1 

menjelaskan bahwa: 

 “Usaha mikro,kecil dan menengah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memiliki 

perizinan berusaha” 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada pasal 6 ayat 2 yaitu 

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut Online Single Submission 

Risk Based Approach (OSS RBA) meliputi Sektor Kelautan Dan Perikanan,Sektor 

Pertanian,Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,Sektor Energi Dan Sumber Daya 

Mineral,Sektor Ketenaganukliran,Sektor Perindustrian,Sektor Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat,Sektor Perdagangan,Sektor Transportasi,Sektor Kesehatan,Obat Dan 

Makanan,Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan,Sektor Pariwisata,Sektor Keagamaan,Sektor 

Pos,Telekomunikasi,Penyiaran Dan Sistem Dan Transaksi Elektronik,Sektor Pertahanan dan 

keamanan,Sektor Ketenagakerjaan. 

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada pasal 6 ayat 2 

dapat diketahui bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko salah satunya 
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meliputi Sektor Pariwisata.Pada penelitian ini peneliti mengfokuskan pada sektor Pariwisata 

di Kota Pekanbaru.Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat,pengusaha, 

pemerintah dan pemerintah daerah.Adapun jenis kegiatan usaha pada sektor pariwisata yang 

paling banyak Di Kota Pekanbaru termuat Rumah/Warung makan,Hotel,Pondok Wisata, 

Penginapan Remaja,Bumi perkemahan,villa,Penyediaan Akomodasi,restoran,kedai makanan, 

penyediaan makanan dan minuman keliling/tempat tidak tetap,Rumah minum/caffe dan lain-

lain.Dari berbagai jenis kegiatan usaha pada sektor pariwisata diatas,yang paling tinggi 

pendaftaran pada 2023 di sistem OSS RBA adalah jenis kegiatan usaha Rumah/warung makan 

dengan KBLI 56102 sebanyak 1114 perizinan Rumah Makan. 

Fokus pada rumah makan skala mikro juga relevan karena masih banyak potensi yang 

belum tergali maksimal dalam mendukung perkembangan pariwisata di Pekanbaru.Adapun 

alasan peneliti memilih penelitian ini di Kecamatan Marpoyan Damai ialah dimana pada 

tahun 2023 tingginya pendaftaran perizinan Rumah/Warung makan skala mikro pada sistem 

OSS RBA daripada kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 250 yang terdaftar 

pada OSS RBA. Namun berdasarkan observasi peneliti di Kecamatan Marpoyan Damai,masih 

ditemukan Rumah Makan pada skala mikro yang belum memiliki izin usaha.Ketika penulis 

melakukan observasi di Kecamatan Marpoyan Damai,beberapa Rumah Makan skala mikro 

menyebutkan bahwa mereka tidak mengurus izin usaha dengan alasan tidak mengetahui 

adanya kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan tidak ada 

sanksi tegas maupun peringatan yang diberikan selama tidak mengurus izin usaha 

nya.Sehingga menyebabkan Pelaku Usaha merasakan tidak penting terhadap perizinan 

usaha.Tidak hanya itu,Pelaku Usaha pada Rumah Makan skala mikro di Kecamatan 

Marpoyan Damai menganggap bahwa usaha yang mereka jalankan hanya usaha rumahan 

kecil-kecilan sehingga belum perlu melakukan perizinan usaha sehingga tidak mengetahui 

arti pentingnya perizinan usaha hal ini menunjukkan belum kondusifnya lingkungan sosial.  

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi 

 Menurut Pasalong dan Harbani (dalam Nurman,2023:27) administrasi adalah 

pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk 

mencapai tujuan atas dasar efektif,efisien dan rasional.Menurut Hadari Nawawi (dalam 

Syafiie,2003;5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses 

pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang 

telah di tetapkan sebelumnya. 

 Menurut Yussa dan Hendry (2015;10) administrasi adalah keseluruhan proses 

kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk 

mencapai ketentuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan Administrasi (dalam 

Roza dan Andry ,2015;201),adalah kegiatan yang sangat memberikan bantuan dalam 

mengelola manusia,mengelola informasi,dan harta benda untuk suatu tujuan yang 

diinginkan. 

Konsep Administrasi Publik 

 Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Nurman,2023;32) administrasi publik 

merupakan administrasi daripada negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar 
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tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.George J.Gordon (dalam Syamsuddin, 

2010:117) mendefinisikan administrasi publik merupakan keseluruhan proses baik yang 

dilakukan oleh organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau 

pelaksanaan hukum yang dikeluarkan oleh badanbadan legislatif, eksekutif dan peradilan. 

 Menurut Marshall Edward Dimock & Gladys Ogden Dimock (dalam Syafri 

Wirman,2012;22) mendefinisikan administrasi public sebagai penyelenggaraan pencapaian 

tujuan yang ditetapkan secara politis.Meskipun demikian administrasi publik bukan sekedar 

Teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur,melainkan juga berkenan dengan 

kebijakan umum (policy) karena dalam dunia modern,birokrasi merupakan pembuat 

kebijakan pokok didalam pemerintahan. 

Konsep Organisasi 

 Menurut Siagian (dalam Yussa dan Hendry 2020:16) organisasi adalah setiap bentuk 

persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam 

rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terhadap 

seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang 

yang disebut bawahan.Organisasi (dalam Roza dan Andry 2015;201) adalah sistem usaha 

kerjasama sekelompok orang yang terikat secara formal untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

 Menurut Sitha Hajar Malawat (dalam Widyanti dan Al Hafis,2024;1422) Organisasi 

adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama  serta  

secara  formal  terikat  dalam  rangka  pencapaian  suatu  tujuan  yang  telah ditentukan, dalam 

ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau 

sekelompok orang yang disebut bawahan.Menurut Zulkifli (dalam Setiawan dan 

Kartius,2024;1296) Organisasi suatu  proses  identifikasi  dan pembentukan  dan  

pengelompokan kerja,mendefenisikan   dan   mendelegasikan   wewenang   maupun   

tanggung   jawab   dan menetapkan hubungan-hubungan dengan maksud memungkinkan 

orang-orang bekerja sama secara  efektif  dalam  menuju  tujuan  yang  telah  ditetapkan.    

Sebagai  suatu  proses,organisasi berarti  serangkaian  aktivitas  kolektif  sekelompok  orang  

yang  diawali  dengan  penentuan tujuan,pembagian   kerja   dengan   perincian   tugas  

tertentu,pendelegasian wewenang,pengawasandan diakhiri dengan pengevaluasian 

pelaksana tugas. 

 

Konsep Manajemen 

 Menurut Terry (dalam Nurman,2023;126) manajemen adalah suatu proses atau 

kerangka kerja,yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke 

arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.Menurut Salam (dalam 

Putera dan Zubaidah,2024;1221) manajemen adalah Upaya instansu pemerintah untuk 

mengelola negara agar tercapai ketertiban,kesejahteraan,dan kemakmuran negara. 

 Manajemen (dalam Sakinah dan Andry,2024;632) adalah suatu bentuk proses yang 

dilakukan Bersama orang lain yang dapat memudahkan suatu pekerjaan yang dalam 

penerapannya memiliki proses yang khas,terdiri dari fungsi-fungsi manajemen yaitu 

perencanaan,pengorganisasian,pengerakkan,pengawasan, kepemimpinan dan koordinasi 

yang pelaksanaannya dilakukan secara berurutan sesuai masing-masing tindakan serta 
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dibutuhkannya suatu pengetahuan yang spesifik dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.Menurut Widiana (dalam Meifora dan Suriani,2024;1312) Manajemen sebagai ilmu 

dan  seni dapat diartikan sebagai Upaya pencapaian tujuan manajemen dengan 

pendekatan(approach) menjelaskan fenomena-fenomena  dan  gejala-gejala manajemen serta 

mentransformasikan  dan  mengidentifikasikan proses manajemen berdasarkan kaidah 

ilmiah. 

 

Konsep Kebijakan Publik 

 James Anderson (dalam Agustino, 2014;7) memberikan pengertian atas definisi 

kebijakan publik, dalam bukunya Public Policy Making, "serangkaiam kegiatan yang 

mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau 

sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang 

diperhatikan." 

 Menurut Sulaiman (dalam Silpiani dan Andry 2024;562), Kebijakan publik adalah 

sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang 

merupakan seperangkat Keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai 

tujuan dalam beberapa cara yang khusus,dengan demikian maka konsep kebijakan publik 

berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta 

mengandung tujuan.Kebijakan publik menurut Ramdhani (dalam Rosmita & Herman dkk, 

2020;211) adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, 

aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yangterikat pada suatu sistem tertentu. 

 

Konsep Implementasi 

 Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah 

disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dapat memuat aktivitas, aksi, tindakan, 

atau adanya mekanisme suatu sistem yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah 

digariskan dalam keputusan kebijakan.  

 Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2016;133) 

adalah tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu atau pejabat pejabat 

atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah di digariskan dalam Keputusan kebijakan.Menurut Wesra (dalam 

Meilissa dan Andry,2024;261) Mendefiniskan implementasi sebagai usaha-usaha yang 

dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan,siapa yang akan 

melaksanakan,dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu mulainya. 

 

Konsep Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) 

 Berbeda dengan perizinan berusaha sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara 

elektronik yang saat ini berlaku (OSS Versi 1.1), sistem perizinan berusaha akan 

bertransformasi menjadi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA),sesuai 

dengan yang diatur dalam Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. 

 Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah perizinan berusaha 

yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya 



 

 
 
 

Waddha dan Hendry Andry  

Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 1 / 2025 376 

yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Sebagaimana diatur dalam ketentuan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Perbedaan dengan sistem OSS 1.1 yang tidak 

mendasarkan perizinan pada risiko dan skala kegiatan usaha, sistem OSS RBA ini nantinya 

akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala 

kegiatan usaha. Tingkatan risiko Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya 

bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, maka terdapat klasifikasi 

risiko kegiatan usaha, diantaranya (Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 5/2021):Kegiatan Usaha dengan 

tingkat risiko rendah; Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;  Kegiatan 

usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi. 

 Sektor Usaha OSS-RBA OSS-RBA ini berlaku bagi 16 sektor usaha, diantaranya (Pasal 

5 ayat (1) Perka BKPM 4/2021): Kelautan dan perikanan Pertanian Lingkungan hidup dan 

kehutanan Energi dan sumber daya mineral Ketenaganukliran; Perindustrian; Perdagangan; 

Pekerjaan umum dan perumahan rakyat; Transportasi; kesehatan, obat dan makanan; 

Pendidikan dan kebudayaan; Pariwisata; Keagamaan; Pos, telekomunikasi, penyiaran, serta 

sistem dan transaksi elektronik; Pertahanan dan keamanan; Ketenagakerjaan. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah 

(eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis 

yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna.Sedangkan metode deskriptif yaitu 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai Implementasi Kebijakan Online Single 

Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Hasil penelitian sekaligus juga pembahasan mengenai dari tanggapan Informan 

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach 

(OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Pekanbaru.Untuk pembahasan yang lebih jelas mengenai hasil dan pembahasan 

penelitian dapat dilihat seperti berikut :  

Ukuran Dan Tujuan Kebijakan 

                  Menurut Van Meter Dan Van Horn,indikator ini menguji sejauh mana Langkah-

langkah dasar dan tujuan kebijakan telah dilaksanakan. Ukuran dan tujuan kebijakan 

merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi 

kebijakan.Kinerja suatu implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya.Jika 

ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang ada ditingkat 

pelaksana.Sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik ialah apabila antara tujuan 

dan implementasi kebijakan telah sesuai (Hilmi,2023:158). 

              Berdasarkan Hasil wawancara,observasi dan dokumentasi dilapangan,bahwasanya 

ukuran dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS 
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RBA) sudah jelas dan sudah terealisasikan tingkat keberhasilannya,mulai dari peningkatan 

penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) pada tahun 2023 sebanyak 21.245 Penerbitan 

NIB,peningkatan realisasi investasi pada tahun 2023 sebanyak 6,5044 T dan kepuasan 

Masyarakat selaku pelaku usaha yang merasakan keberhasilan maupun manfaat dari 

kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).Kemudian tujuan dari 

Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) telah tercapai dan jelas 

adanya ialah untuk mempermudah Pelaku Usaha mendapatkan izin usahanya dengan mudah 

dan cepat serta tanpa harus datang kekantor secara langsung dan bisa dilakukan dimana 

saja.Hal ini telah sejalan dengan tujuan kebijakan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 

2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko pada pasal 3 yaitu dapat meningkatkan 

investasi dan kegiatan berusaha poin (a) yang menyebutkan melalui “Pelaksanaan penerbitan 

dan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana”. 

            Dengan kemudahan berusaha ini,diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi 

khususnya di Kota Pekanbaru.Namun demikian,masih ada juga yang datang kekantor, 

padahal dengan mekanisme Oss Rba tidak perlu lagi datang kekantor sehingga dapat 

memudahkan Masyarakat untuk menunggu antrian.Tidak hanya itu,masih ada juga Pelaku 

Usaha yang belum mengetahui adanya kebijakan Oss Rba dan tidak mengetahui apa yang 

menjadi tujuan dan manfaat kebijakan ini. 

 

Sumberdaya 

        Menurut pakar Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2014;141-144) keberhasilan 

suatu kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia.Sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan proses 

implementasi kebijakan ada terdapat sumber daya manusia/staf.Diluar sumber daya manusia 

terdapat sumber daya lainnya yang dapat diperhitungkan juga,yaitu sumber daya 

anggaran(financial),dan sumber daya sarana dan prasarana. 

        Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan, Jumlah staf sudah cukup 

memadai dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach 

(OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Pekanbaru.Tidak hanya itu para staf sudah sangat tanggap,cepat dan baik dalam 

membantu pelaku usaha jika ada yang mengalami kesulitan dalam mengakses Online Single 

Submission Risk Based Approach (OSS RBA).Namun demikian,tetap harus adanya 

peningkatan pemahaman dan pengetahuan dengan diberikannya pelatihan bagi staf/pegawai 

agar lebih baik lagi dalam membantu Pelaku usaha serta agar dapat melakukan 

pendampingan dilapangan kepada Pelaku Usaha. 

        Kemudian kurangnya ketersediaan sumberdaya anggaran dalam Implementasi 

Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.Hal ini 

mengakibatkan beberapa kegiatan seperti sosialisasi,pelatihan dan pendampingan terhadap 

pelaku usaha belum terlaksana dengan maksimal.Selanjutnya adapun ketersediaan 
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Sumberdaya Sarana dan Prasarana sudah cukup memadai dalam Implementasi Kebijakan 

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.Pelaku usaha yang 

mengurus perizinan oss rba secara langsung juga merasa nyaman dengan sarana dan 

prasarana tersebut.Tidak hanya itu.dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup 

memadai,sangat membantu pelaku usaha agar bisa langsung kekantor melakukan 

pendaftaran izin usaha tanpa harus mencari perangkat sendiri.Karna tidak semua pelaku 

usaha dalam menjalankan usahanya menggunakan teknologi dan internet. 

 

Karakteristik Agen Pelaksana 

 Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2014:141-144) bahwa kinerja implemenyasi 

kebijakan publik akan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para 

agen pelaksanaannya.Misalnya,implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk 

merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal,maka agen pelaksana projek itu 

haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. 

      Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan bahwasanya Dinas 

Penanaman  Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru selaku pelaksana 

Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sudah memiliki SOP 

(Standar Operasional Prosedur) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal 

Nomor 125 tahun 2023 yang memuat semua alur perizinan terutama mengenai Online Single 

Submission Risk Based Approach (Oss Rba).Dan semua pegawai sudah melaksanakan tugas 

dan tanggungjawab sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sudah 

ada.Namun masih ada pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya SOP (Standar 

Operasional Prosedur) kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) 

karena tidak semua pelaku usaha mengetahui kebijakan Online Single Submission Risk Based 

Approach (OSS RBA). 

 Kemudian Berdasarkan hasil wawancara,bahwa kurangnya pengawasan terhadap 

Pelaku Usaha rumah makan skala mikro dalam Implementasi Kebijakan Online Single 

Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.Dimana masih kurang melakukan 

pengawasan kebijakan baik kepada pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha mapun 

pelaku usaha rumah makan skala mikro yang belum memiliki izin usaha.Dampaknya masih 

banyak ditemukan pelaku usaha Rumah makan skala mikro belum menerbitkan izin usaha 

karena pengawasan dilakukan masih dikatakan kurang.Begitupun dengan masih kurangnya 

sanksi dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS 

RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Pekanbaru.Dimana Pelaksana kebijakan selaku Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru kurang memberikan sanksi kepada pelaku usaha rumah 

makan skala mikro yang tidak memiliki izin.Hal ini menyebabkan pelaku usaha rumah makan 
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skala mikro yang tidak acuh atau peduli pentingnya izin usaha,dan mereka tidak menyadari 

besar manfaat ketika usaha yang mereka jalani sudah terdaftar izin nya terutama di OSS RBA. 

 

 Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana 

         Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam agustino,2006:94) Ialah penerimaan 

atau penolakan agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya 

implementasi kebijakan publik.Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang 

diterapkan bukanlah hasil perumusan warga setempat yang paham betul dengan 

permasalahan dan permasalahan yang mereka rasakan. 

        Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan bahwasanya, respon 

pelaksana selaku pegawai sudah melihatkan respon penerimaan yang baik terhadap dalam 

Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Pekanbaru.Tidak hanya pegawai,namun pelaku usaha rumah makan skala mikro baik yang 

sudah memiliki izin usaha dan tidak memiliki izin usaha juga menerima baik adanya 

kebijakan Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba).Adapun juga 

Pemahaman Pelaksana selaku Pegawai sudah baik dalam Implementasi Kebijakan Online 

Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.Dimana Pegawai sudah 

mendapatkan pelatihan dari Kementerian Investasi/BKPM selaku pemerintah Pusat.Dan 

mereka mendapatkan sertifikat pelatihan yang menjadi bentuk bukti bahwa pegawai 

memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan tugasnya.Namun 

demikian,masih terdapat kurangnya pemahaman dan keterampilan teknologi dikalangan 

Pelaku usaha. 

 

Komunikasi Antar Badan Pelaksana  

        Menurut Van Meter dan Van Horn apa yang menjadi ukuran tujuan harus dipahami oleh 

para individu.Komunikasi yang baik merupakan salah satu penentu keberhasilan 

implementasi kebijakan publik.Tujuan kebijakan akan terwujud apabila suatu komunikasi 

berjalan dengan baik,sehingga setiap kebijakan yang diimplementasikan bisa dikoordinasikan 

dengan bagian yang tepat,selain itu komunikasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan 

tersebut juga harus akurat dan konsisten. 

         Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi peneliti dilapangan bahwasanya 

Koordinasi Dan Kerjasama Antar Organisasi dalam Implementasi Kebijakan Online Single 

Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sudah dilakukan.Dimana Pelaksana kebijakan 

selaku Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru 

melakukan koordinasi berbagai pemangku seperti Kementerian,dinas terkait,pegawai serta 

Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.Namun masih kurangnya koordinasi Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dengan Kecamatan 

yang ada di Pekanbaru.Adapun juga masih kurangnya Sosialisasi dalam Implementasi 
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Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).Dimana Pelaksana 

kebijakan selaku Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Pekanbaru hanya melakukan sosialisasi dengan cara mengundang asosiasi umkm secara 

terbatas dan sosialisasi juga sudah dilakukan melalui media sosial.Namun 

demikian,sosialisasi masih kurang merata dilakukan diakibatkan masih kurangnya anggaran 

 

Lingkungan Sosial,Politik dan Ekonomi 

        Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik 

dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & Van Hon adalah sejauh mana 

lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. 

Lingkungan yang termaksud lingkungan sosial,ekonomi,dan politik.Dan lingkungan yang 

tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan 

.Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan 

kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. 

       Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi dilapangan,bahwasanya belum kondusifnya 

lingkungan sosial dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based 

Approach (OSS RBA) karena pelaku usaha berpikir bahwa usaha yang mereka jalankan hanya 

kecil-kecilan sehingga tidak perlu urus izin usaha.Tidak hanya itu,masih banyak nya pelaku 

usaha yang tidak mengerti teknologi sehingga menunjukkan bahwa lingkungan sosial mereka 

belum optimal.Kemudian sudah kondusifnya lingkungan ekonomi dalam Implementasi 

Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA),baik itu kondisi 

ekonomi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. 

Hal ini juga kondisi ekonomi pelaku usaha yang masih cenderung menjalankan usaha dengan 

modal terbatas dan minimnya penggunaan teknologi. 

         Namun dengan adanya Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS 

RBA),mengurus perizinan usaha tidak ada mengeluarkan biaya/gratis dan jika pelaku usaha 

tidak memiliki akses teknologi untuk mengakses OSS RBA bisa langsung datang kekantor 

yang didampingi oleh Pegawai Layanan Helpdesk OSS RBA.Adapun selanjutnya sudah 

kondusifnya lingkungan politik dalam Implementasi Kebijakan Online Single Submission 

Risk Based Approach (OSS RBA).Dukungan elit politik,selaku pemerintah pusat dan daerah 

telah memberikan dukungan dalam bentuk alokasi anggaran,pelatihan dan sosialisasi.Namun 

masih ada pelaku usaha yang belum merasakan dukungan pemerintah karena sosialisasi 

dilakukan belum merata. 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Kebijakan 

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) pada Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa belum 

terlaksana secara maksimal, ,dikarenakan terdapat sub indikator dari 6 indikator yang ada 

dalam proses implementasi yang belum terlaksana dengan baik.dimana indikator 

sumberdaya pada sumberdaya anggaran yang masih kurang dalam menunjang Implementasi 
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Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA),pada indikator 

karakteristik agen pelaksana dimana pengawasan terhadap pelaku usaha yang masih 

kurang,kemudian juga masih kurangnya sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang 

tidak memiliki izin usaha.Pada Indikator sikap atau kecenderungan para pelaksana ,dimana 

masih kurangnya pemahaman teknologi dikalangan pelaku usaha,Kemudian pada indikator 

komunikasi antar badan pelaksana,dimana masih kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha 

sehingga masih ada pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya Kebijakan Online Single 

Submission Risk Based Approach (OSS RBA).Terakhir pada indikator lingkungan 

sosial,ekonomi dan politik,pada subindikator kondusifnya lingkungan sosial yang belum 

kondusif  yang membuat implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach 

(OSS RBA) belum berjalan maksimal. 
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